BIRO HUKUM, KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat 10120
Telepon. (62-21) 63858269-70, 63855360
Po. Box 4005 JKT 10040
Homepage: www.bapeten.go.id

DAFTAR SOP YANG SEDANG DISUSUN TAHUN 2024

Rancangan Peraturan sebelumnya Keterangan

1. SOP Permintaan Informasi Publik - e Peraturan baru
e Tahap penyusunan draf

2. SOP Penanganan Keberatan - e Peraturan baru
e Tahap penyusunan
draf
3. SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi = e Peraturan baru
publik e Tahap penyusunan draf
4, SOP Pengujian Konsekuensi - e Peraturan baru

e Tahap penyusunan draf

5. SOP Pendokumentasian informasi publik - e Peraturan baru
e Tahap penyusunan draf

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

. Ditandatangani secara elektronik oleh:
E Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan

Kom nikaz Publik

Indrpa Gunawan
NIP 197102221999111001



http://www.bapeten.go.id/

Permohonan Informasi Publik

NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : Permohonan Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-

2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 undangan di bidang keterbukaan informasi publik, standar

3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pelayanan publik dan pelayanan informasi publik

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2012 Standar Pelayanan Informasi 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang

Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir baik

3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
5 Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
7. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference (TOR)

3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tidak akan
mendapatkan pengesahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No. Uraian Kegiatan
Otorisator PPID P
Petugas ersyaratan/
Pe|aygnan Pelaksana PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Menerima dan memuverifikasi kelengkapan ) - Penerimaan ermohonan
berkas permohonan Informasi Publik C) - Formulir - Permohonan 15 I?a?wg(lf‘asp permohonan |4 ¢ rmasi secara tidF;k langsung
Informasi terisi lengkap | menit (surat, faksimili, email, website,
- Fotokopi identitas aplikasi mobile) diperlakukan
_pefmohor_1 & rlJ_ingg_unf':l sama seperti surat masuk pada
I:BOIrI’Imd?\?IICI?JUt})(I'I'P)//aSItll;/l/ umumnya (tercatat dalam
: agenda surat masuk pada
Paspor . masing-masing unit/  bagian
2) ﬁ'?’llglmgcl)l\ljll g;gggr yang tugas dan fungsinya
> mengelola  surat) sebelum
perwakilan masuk ke PPID Pembantu.
'(‘;é%@ﬁ%'; uasa) - Formulir tersedia di Desk
Layanan.
3) Badan Hukum: - Kelompok  Orang harus
Lembar melampirkan surat kuasa
Pengesahakn _ - TOR dikhususkan bagi
penron vang s
menggunakan informasi untuk
-Term  of Reference penelitian dan/atau kebutuhan
(ToR) publisitas.
5 | Menyerahkan Tanda Bukti Permohonan v Berkas  permohonan Tanda Bukdi Jika pe_rmohonan dilakukan
Informasi Publik kepada Pemohon Informasi lengkap secara tidak langsung Tanda
| | 10 Permohonan Bukti Permohonan Informasi
menit | 'nformasi Publik diserahkan  bersama  Surat
Pemberitahuan Tertulis.
3. | Mendokumentasikan dan merekapitulasi v -Berkas  permohonan
laporan harian permohonan informasi dan | _'l lengkap :Beig(f:p permggggig
menyampaikan berkas permohonan -Tanda Bukti 30 Tanda Bukti
informasi ~ kepada  Bidang  Pelayanan Permohonan Informasi | MEMt Permohonan
Informasi dan Dokumentasi pada PPID Publik Informasi Publik
Pembantu tersampaikan kepada
v Bidang  Pelayanan
I::l Informasi dan
Dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No. Uraian Kegiatan
: PPID
Otorisator Persyaratan/
Petugas PPID y Waktu Output
Sy Pelaksana Kelengkapan p
n
Informasi
Publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Menanggapi permohonan yang belum - Berkas permohonan - Surat Pemberitahuan
4. ggap! p yang [ ] P 2 hari [- Draft Surat Jawaban Kelengkapan Berkasi
lengkap berkas permohonannya dengan lengkap - S Pemberitah ) o i
; } ; kerja (Surat Pemberitahuan dilampiri Formulir
membuat Surat Pemberitahuan Tanda Bukti Kelenak Berk .
elengkapan berkas | permohonan Informasi
Kelengkapan Berkas Permohonan Permohonan p h Inf / A :
Informasi. Informasi Publik ermononan Informasi/ | . syrat Pemberitahuan Tertulis
C _ Surat _Pembentahuan & Surat Keputusan
- Berkoordinasi .d.eng.an Bldang Pengolahan Tertulis/ Surat Penolakan Permohonan
Data dan Klas!flka3| Info.rmasll untuk . Pem_berltahuan disesuaikan dengan PerKI
mengonfirmasi ketersediaan informasi. Pertimbangan/ Surat No. 1 Tahun 2021
- Mengusulkan pengecualian jika informasi Keputusan Penolakan | cantumkan alasan &
yang dimohon dirasa perlu untuk v Permohonan prosedur Pernyataan
dikecualikan namun belum terdaftar dalam ] . Keberatan dalam Surat
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) I_—' - U?ulan P_engecuallan Penolakan Permohonan
dan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Informasi - Surat Pemberitahuan
Pertimbangan untuk disampaikan kepada Pertimbangan juga berisi
pemohon bahwa informasi dimaksud perlu pernyataan tambahan waktu
untuk dipertimbangkan lebih lanjut selama 1x7 hari kerja untuk
menjawab dan/ atau
memberikan informasi dan
disampaikan menjelang batas
akhir 10 hari kerja
5. | - Menandatangani Draf Surat Jawaban v - Draf Surat Jawaban |- Surat Jawaban | Surat Keputusan Penolakan
M i | i T - Usul 2 hari | gitandatangan Permohonan dapat diserahkan
-l ;snye ujui usulan pengecualian <> sulan . kerja | Usul cualian langsung kepada pemohon
Informasi. pengecuaiian —sulan - penge melalui Desk Layanan
v informasi. informasi yang
disetujui
6. | Mengirim/ menyampaikan Surat Jawaban - Surat Jawaban yang - Surat Jawaban | SOP Uji Konsekuensi Pasif
kepada Pemohon Informasi. ditandatangani | terkirim/ tersampaikan | dibuat terpisah.
- Menyampaikan ~ usulan  pengecualian - Usulan pengecualian i:ﬁ;’ kepada  Pemohon
informasi kepada PPID Utama untuk informasi yang ! Informasi
dilakukan Uji Konsekuensi. v disetujui. - Usulan pengecualian
| I | i: informasi
tersampaikan kepada
PPID Utama.




Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No. Uraian Kegiatan
: PPID
Otorisator Persyaratan/
Petugas PPID y Waktu Output
B Pelaksana Kelengkapan p
Informasi
Publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Memperglapkan Surat Pengantar pembgrlan 3hari | Draf Surat Pengantar
informasi serta menyusun data informasi | | ¢ berian inf :
ang akan diberikan kepada Pemohon kerja | Pemberan informasi
?/nformasi Publik > :'__’G yang disertai data
informasi yang dimohon
8. | Menandatangani Surat Pengantar Draf Surat Pengantar | 1har | syrat Pengantar
pemberian informasi dan melaporkannya v pemberian informasi | KM@ | pemberian informasi
kepada Atasan PPID. E:I beserta data informasi yang ditandatangani
yang dimohon beserta data informasi
yang ditandatangani
beserta data informasi
yang dimohon
9. | Mengarsip seluruh berkas permohonan Surat Pengantar 1 h'"f‘” Permohonan
informasi dan mencatatnya dalam Register L—| pemberian informasi keria | |nformasi Publik
Permohonan Informasi Publik (manual dan — yang dimohon tercatat dalam
digital) serta menyampaikan informasi yang Register Permohonan
dimohon melalui Desk Layanan Informasi Publik
10.| Menyerahkan Surat Keputusan Penolakan Data Informasi yang - Pemohon mendapat
Permohonan atau Data Informasi yang dimohon beserta Surat jawaban/ data
dimohon beserta S_urat Pengantar kepada "—L Pengantar yang in_formasi yang
Pemohon Informasi |_—l‘ ditandatangani dimohon
- Bukti Penyerahan

Informasi Publik

Sekretaris Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng




Penanganan Keberatan

NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : Penanganan Keberatan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1 Memiliki kemampuan menganalisa permasalahan serta

2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Memiliki Sertifikasi Pengelolaan Informasi Publik (PPID)
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2012 Standar Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat

2. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana
3. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat
4. Keberatan Informasi

5. PPID dan PPID Pelaksana

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference (ToR)

3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Apabila peminta informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan disengketa.

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)




Pelaksana Pendukung
Keterangan
No. Uraian Kegiatan
Petugas
Tﬁ}gﬁgﬁ? Otorisator | PPID Atasan R Waktu Output
Publik PPID Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Pemohon Informasi menyampaikan Formulir pengaiuan keberatan ) )
pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya :I informasipdar? Igotocopy/ Scan | Pada hari .Formullr.pengajuan kgberatar!
permintaan informasi yang dibutuhkan. identitas diri (NIK) pemohon | dan jam :(g{grcn;as; sg::gidegl:f;sgkgﬁ:
yang mengajukan keberatan kerja peminfg
2. | Melakukan registrasi  formulir keberatan ) ) Pada hari . .
pelayanan informasi dan menyampaikan > ——> f Buku registrasi dan jam Keberatan teregistrasi
pengajuan keberatan kepada Atasan PPID. kerja
3. | Memeriksa formulir pengajuan keberatan v Berkas pengajuan keberatan | Pada hari
dari pemohon dan memerintahkan PPID/ | | beserta lampiran dan jam
PPID Pelaksana untuk menjawab keberatan. kerja
4. | Memerintahkan  kepada PPID/  PPID A 4 Draf informasi yang diminta . . : i
Pelaksana untuk memenuhi permohonan | hm | | oleh pemohon serta DIP yang | Pada hari ggrg/%e;'gagélg'if:ﬁ;s' kepada
keberatan informasi. h _ telah diumumkan dan jam
Tidak kerja
Lengkap
5. | Mengajukan informasi yang diminta oleh Draf jawaban pemberian | Pada hari . .
pemohon kepada atasan PPID. > informasi dan jam Jawaban informasi
Lengkap kerja
Memberikan informasi yang diminta oleh Dokumen/ informasi van Pada_hari ) ) o
6. | pemohon keberatan informasi kepada diminta oleh . yang danjam | Informasi publik yang diminta
Atasan PPID. :< Iminta oleh pemohan kerja oleh pemohon

Sekretaris Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng




Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

: Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2012 Standar Pelayanan Informasi 3. Mampu berkomur_ukag dengan pauk, secara lisan maupun tuh;gn
Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir 4, Mamp.u.berkoordlna5| dehgan pihak Ialn.secara efektif dan efisien
5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Pengumuman Informasi Publik
2. SOP Permintaan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik secara aktif

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference (TOR)

3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi Publik (DIP) tidak akan tersusun sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon informasi dan/ atau
keberatan informasi.

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)




Pelaksana Mutu Buku
No. Uraian kegiatan Keterangan
Petugas
Pelayanan P tan/
. . ersyaratan
Informasi Otorisator PPID Kelengkapan Waktu Output
Publik

1 2 3 4 5 6 7 8

1. . .
Mengumpulkan informasi .dan Informasi yang
dokumentasi yang berkualitas, dikumpulkan meliputi
baik yang diproduksi sendiri, Draft Daftar Informasi Publik (DIP) tiap | ringkasan, penguasa,
dikembangkan, maupun yang l = Formulir Daftar 3 hari kerja | Unit Kerja waktu & tempat
dikirim ke pihak lain berupa arsip Informasi Publik pembuatan, bentuk
statis maupun dinamis, arsip aktif informasi (cetak/
maupun inaktif dan arsip vital digital) ?erta retensi
yang dikuasai. arsip informasi.

2. M Klasifikasi d y Klasifikasi DIP yaitu

engxiasiiikasi an Draft DIP R Draft DIP Unit Kerja yang terklasifikasi Informasi Berkala (BK),

mengldentlflka_3| Draft DIP 3 hari kerja Serta Merta (SM), dan
berdasarkan sifatnya Setiap Saat (SS)

3. - .
II\D/Iefmverl:‘lkfaa da.n gi?ﬁta%(l?:n - Surat Penetapan DIP SOP Uji Konsekuensi

aftar Informasi_Publik (DIP) l l Draft akhir DIP & 2harikerja | - Lampiran DIP dan DIK Aktif dibuat terpisah.

dan menetapkan DIK sesuai Uji Draft DIK
Konsekuensi |

4. _ * Informasi tambahan
Melaporkan hasil penetapan - Nota Dinas Laporan Penetapan DIP | yang belum masuk
Daftar Informasi Publik [ I Surat Penetapan DIP 1 harikerja | - Lampiran DIP kedalam DIP, dapat
kepada Atasan PPID. & Lampiran DIP ditetapkan melalui SK.

5, ) - Disposisi/ Surat - Arsip DIP BAPETEN
Menyimpan DIP dalam bentuk Perintah - Konten DIP website atau sarana
cetak (hardcopy) dan digital - DIP informasi lainnya
(softcopy) dengan tata cara - Alat tulis kantor 1 hari keria
seperti mengarsip dokumen, - Perangkat !

me- ngumumkan DIP melalui
website/sarana informasi
resmi lainnya.

komputer dan
jaringan internet

Sekretaris Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng




Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

: Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2012 Standar Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Bapeten

1 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di
bidang keterbukaan informasi publik

Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim

Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

SN INEAN N

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference (TOR)

3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tidak akan mendapatkan
pengesahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)




Pelaksana Mutu Buku
No. Uraian Kegiatan Petugas Keterangan
Pelayanan . Atasan Persyaratan/
Informasi Otorisator PPID PPID Kelengkapan Waktu Output
Publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menaumoulkan sulan Formulir Daftar Informasi 3 hari kerja
.nfe r%u pu dan dok mu#t : yang Dikecualikan Draft  Daftar  Informasi | Informasi yang dikecualikan yang
informasi ~dan  dokumentasi Dikecualikan (DIK) tiap Unit | telah disetujui oleh Unit Kerja
yang dikecualikan dari Unit Keri
; erja
Kerja
2| Mengklasifikasi dan
gr e y Draft DIK 3 hari kerja | Draft DIK Unit Kerja yang Klasifikasi DIK yaitu Informasi
mengidentifikasi Daftar e
Informasi yang akan 3 terklasifikasi Berkala'(BK), Serta Merta (SM)‘
dikecualikan dan menetapkan dan Setiap Saat (SS)
Draft DIK
3. . - Surat Penetapan DIK - Nota Dinas Laporan
m%?r;:]c;rslﬁan 228” Iglrlfétc ugﬁlzt:r: [ ]_ _’[ ]_,[ - Lampiran DIK o Penetapan DIK Informasi tambahan yang belum
yang 2 hari kerja - Lampiran DIK masuk kedalam DIK dapat
kepada Atasan PPID . .
ditetapkan melalui SK

4. ) - Surat Penetapan DIK - Lampiran DIK

Il:/lemt'a&etnkan peerL:DTSsan Dtlﬁ [ - Lampiran DIK Menunggu panggilan dari Atasan
e asan untu |<— 3 hari kerja PPID untuk dilakukan pengujian
dilakukan Uji Konsekuensi pengy)

5, Surat Panggilan untuk Draft DIK beserta hasil Jika terdapat informasi yang dinyatakan
Menerima panggilan dari PPID pertimbangan yang merinci terbuka, maka informasi tersebut
Atasan PPID untuk dilakukan 4 alasan setiap informasi dalam ditetapkan sebagai informasi publik dan
Uji Konsekuensi l l 3 hari kerja | DIK tersebut dikecualikan bisa diakses oleh pemohon informasi

5 sesuai prosedur

6. Surat Penetapan Daftar Arsip Surat Penetapan Daftar
Menerima, mengarsipkan dan Informasi yang Informasi yang Dikecualikan
mengamankan Surat Dikecualikan dilampiri beserta berkas DIK
Penetapan Daftar Informasi berkas DIK 1 hari kerja
yang Dikecualikan beserta v
berkas DIK Cj




Draft Surat Keputusan 2 hari kerja | Surat Keputusan Penolakan

Menyiapkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Permohonan yang
Penolakan Permohonan ditandatangani
kepada Pemohon Informasi ' l

- Surat Keputusan Pemohon Informasi menerima
Menyampaikan Surat Penolakan Permohonan jawaban PPID atas permohonan
keputusan Penolakan 4 yang ditandatangani yang diajukan
permohonan kepada l l
Pemohon Informasi 1 hari kerja

Sekretaris Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng




Pendokumentasian Informasi Publik

NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

: Pendokumentasian Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2012 Standar Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan BAPETEN

1

SN INEAN N

Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di
bidang keterbukaan informasi publik

Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim

Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Pengumuman Informasi Publik
2. SOP Permintaan Informasi Publik
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

1

2.
3.
4.

Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

Term of Reference (TOR)

Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tidak akan mendapatkan
pengesahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)




Pelaksana Mutu Buku Keterangan

No Uraian kegiatan Petugas

Pelayanan ; PPID Persyaratan/
Inf . | Otorisator | Pelaksa PPID Kelenak Waktu Output
nformasi na elengkapan

Publik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Mengumpulkan informasi dan
dokumentasi yang bedasarkan Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik (DIP)
usulan dari PPID Pelaksana dan (DIP) dan/atau Daftar dan/atau Daftar Informasi
menyampaikan kepada PPID G Informasi yang yang Dikecualikan (DIK)
berupa Daftar Informasi Publik Dikecuglikan (DIK) yang 1 h:_ari yang telah ditetapkan
(DIP) dan Daftar Informasi yang telah ditetapkan kerja
Dikecualikan dan/atau (DIK)
yang telah ditetapkan.

2. . : Surat pengantar
Mféﬂﬁnk(sap) Dggg/ratadjnfol:r)gf?asrl v Daftar Informasi Publik 1 hari penyimpanan dan
Informasi yang Dikecualikan [ ]_..[ ]_ (DIP) dan/atau Daftar kerja pendokumentasian yang
(DIK) dan menyampaikan surat Informasi yang dilanpiri Daftar Informasi
pengantar penyimpanan dan Dikecualikan (DIK) yang Publik (DIP) dan/atau Daftar
pendokumentasian informasi telah ditetapkan Informasi yang Dlkecualikan
Eé?t?r?]%gngan kepada Tim (DIK) yang telah ditetapkan.

3. . Draft Nota Dinas dan Nota Dinas dan Surat | Nota Dinas dan Surat disampaikan
l};/l;r:;arlnn;ﬂhka?nformag PeLun%ﬁli { ]4__[ }< Surat kepada Petugas kepada Petugas Pelayanan | kepada seluruh Petugas Pelayanan
menyimpan dan Pelayanan Informasi 1 hari Informasi untuk menyimpan | Informasi.
mendokumentasikan Daftar untuk menyimpan dan kerja dan  mendokumentasikan
Informasi Publik (DIP) dan/atau mendokumentasikan informasi
Daftar Informasi yang informasi
Dikecualikan (DIK) yang telah
ditetapkan.

4. ) Daftar Informasi Publik Pengumuman Daftra | Dapat diakses oleh pemohon
Petugas Pelayanan Informasi : (DIP) dan/atau Daftar Informasi ~ Publik  (DIP) | informasi publik.
m?orlgng:s%agubllirllf?g?g? dallqjlgtt:J @ Informasi yang 1 hari dan/atau Daftar Informasi
Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang kerja yang Dikecualikan (DIK)

Dikecualikan (DIK) yang telah telah ditetapkan yang telah ditetapkan di
ditetapkan ke website PPID. website PPID.

Sekretaris Badan Pengawas Tenaga Nukilir,

Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng




